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Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp1.554.813.026.882,00 (Satu triliun lima ratus lima
puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta dua
puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua
rupiah).

Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), yang

terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp0,00 (nol rupiah).
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Pasal 30

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
(defisit) sebesar (Rp1.754.813.026.882,00) (satu triliun
tujuh ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga
belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan
puluh dua rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rpl.754.813.026.882,00 (satu
triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar delapan
ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus
delapan puluh dua rupiah rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini terdiri dari:

1.

2.

3.

4.

Lampiran | : Ringkasan Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian

Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran III : 1)Daftar Nama Calon Penerima,

Alamat dan Besaran Alokasi Hibah
Berupa Uang yang diterima serta
SKPD Pemberi Hibah;

2) Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi Hibah
Berupa Barang yang diterima serta
SKPD Pemberi Hibah.

Lampiran IV : 1)Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang yang
diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial;
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2) Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Barang
yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial.
S. LampiranV  : 1)Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat Umum
yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Keuangan;
2) Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat Khusus
yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat
dan Besaran Alokasi Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Progam Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Progam Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
9. LampiranIX : Rincian Dana Tambahan
Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Progam Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Dalam Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Kepala
Dacrah tentang Penjabaran APBD

dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.
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Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten

Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

~

. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690405 198809 2 001






